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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang . a. bahwa pengaturan mengenai pajak penerangan
jalan di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor 9 Tahun 1998;

b. bahwa dengan perkembangan kegiatan
perekonomian daerah serta pemanfaatan
penerangan jalan yang semakin meningkat,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 9 Tahun 1998 perlu diubah dan

disesuaikan;

Mengingat

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak
Penerangan Jalan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



10.

1.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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15.

16.

17.

18.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan ~ Pemerintahan ~ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4737);



19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
I Sumedang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang
Tahun 1999 Nomor 14 Seri A.3);

Peraturan =~ Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-
2025 (Lembaran ~ Daerah =~ Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan  Produk  Hukum = Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengaturan
Biaya Pemungutan dari Realisasi Penerimaan
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 Nomor 14);

26. Peraturan  Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-
2013 (Lembaran =~ Daerah  Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan

KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 1999 Seri A.3) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial
Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya.

10.

1.

12.

13.

14.
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Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN
adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN adalah tenaga
listrik yang dibangkitkan oleh generator, genset, captive
power, turbin gas dan sejenisnya milik orang pribadi atau
badan untuk keperluan industri dan atau niaga/bisnis sebagai
tenaga pembangkit murni dan atau cadangan baik yang
tersambung atau tidak/belum tersambung dengan daya PLN.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang terutang,
termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan atau pembayaran Pajak yang
terhutang Objek Pajak, menurut ketentuan peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang
ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
pajak yang terhutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat
SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar.



15.

16.

17.

18.

19.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disebut SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut
SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a.

b.

Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan
oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-
lembaga Internasional dengan atas timbal balik sebagaimana
berlaku untuk pajak negara;
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c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan
kapasitas tenaga listrik yang dibangkitkan tidak melebihi 200
KVA;

d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat
ibadah/sosial.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN
dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah
besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan
tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau
taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang
berlaku di Wilayah Daerah;

c. khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak
bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh
persen).

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga
satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
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4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

5.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

a. penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan
untuk industri dengan daya 450 VA sebesar 3% (tiga persen);

b. penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan
untuk industri dengan daya 900 VA ke atas sebesar 6% (enam
persen);

c. penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk
industri sebesar 9% (sembilan persen) dari Nilai Jual Tenaga
Listrik; dan

d. penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN,
sebesar 6% (enam persen).

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan
dalam Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Agustus 2009

BUPATI SUMEDANG,
cap/ttd
DON MURDONO
Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

cap/ttd
ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 8



